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PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 — 432339 — 432369 — 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.1015-Dinkes/2014
TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

PADA PUSKESMAS DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada

Puskesmas di Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial,;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009
tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

KESATU :  Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada

Puskesmas di Kota Bandung.

KEDUA ...



KEDUA :  Alokasi dana kapitasi pada Puskesmas di Kota Bandung

ditetapkan sebagai berikut:
a. 60 % (enampuluh persen) diperuntukkan bagi pembayaran

jasa pelayanan kesehatan;

b. 30 % (tigapuluh persen) diperuntukkan bagi obat, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
c. 10 % (sepuluh persen) diperuntukkan bagi kegiatan

operasional pelayanan kesehatan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2014
WALIKOTA BANDUNG,
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Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

CoNonAb =

—
W =Oo

Gubernur Jawa Barat;

Wakil Walikota Bandung;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;

Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
Inspektur Kota Bandung;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
Para Camat se-Kota Bandung;

Para Lurah se-Kota Bandung.






